
SALINAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU 
 

NOMOR          6           TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 8 
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

KABUPATEN BERAU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BERAU, 

Menimbang     :   a.   bahwa     sehubungan     dengan     adanya     penambahan 

Objek Retribusi dan Jenis Pelayanan Retribusi   serta 

penambahan   Bab   untuk   Insentif      Pemungutan   maka 

perlu  adanya  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah 

Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau ; 
 

 
b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 

tentang   Retribusi   Rumah   Potong   Hewan   Kabupaten 

Berau. 

 

Mengingat 
 

:   1. 
 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ; 

 2. Undang-Undang    Nomor    27    Tahun    1959  (Lembaran 

Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1959   Nomor   72) 

tentang  Penetapan  Undang-Undang  Darurat    Nomor    3 

Tahun    1953  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat    II 

di   Kalimantan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 

Tahun     1953     Nomor     9)     sebagai     Undang-Undang 

(Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820) ; 

3.   Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum 

Acara   Pidana   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209) ;
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4. Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2004   tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

5. Undang-Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

6.   Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Negara Republik 

Indonesia   Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara 

Republik Indonesia   Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

8. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011   tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan     Lembaran      Negara      Republik      Indonesia 

Nomor 5234) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang 

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ; 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    1983 

Nomor    36,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik 

Indonesia Nomor 3258) ; 
 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2000  tentang 

Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4002) ; 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang 

Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan     Lembaran      Negara      Republik      Indonesia 

Nomor 4578) ;
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13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  Dan  Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentang 

Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010  tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 

Kedudukan  Keuangan  Gubernur  sebagai  Wakil 

Pemerintah  di  Wilayah  Provinsi  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi       (Lembaran       Negara       Republik       Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5209) ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 

tentang  Urusan  Pemerintahan  Kabupaten  Berau 

(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Berau       Tahun   2008 

Nomor 9) ; 
 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran    Daerah    Kabupaten    Berau    Tahun    2009 

Nomor 8) ; 
 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau 

(Lembaran    Daerah    Kabupaten    Berau    Tahun    2010 

Nomor 8).



-  4 -  
 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU 
 

dan 
 

BUPATI BERAU 
 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN     DAERAH     TENTANG     PERUBAHAN     ATAS 

PERATURAN    DAERAH    KABUPATEN    BERAU    NOMOR    8 
TAHUN    2010    TENTANG    RETRIBUSI    RUMAH    POTONG 
HEWAN KABUPATEN BERAU. 

 

 
Pasal  I 

 
Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Berau  Nomor  8 

Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau 

(Lembaran    Daerah    Kabupaten    Berau    Tahun    2010    Nomor    8)    diubah 

sebagai berikut : 
 

 

1.   Ketentuan   Pasal   1   ditambahkan   angka   33   dan   angka   34,   sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
 

 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 

1.   Bupati adalah Bupati Kabupaten Berau. 
 

2.   Pemerintahan   Daerah   adalah   Penyelenggara   Urusan   Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

menurut   Asas   Otonomi   dan   Tugas   Pembantuan   dengan   Prinsip 

Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 

3.   Dinas  adalah  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  Kabupaten 

Berau. 
 

4.   Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau. 
 

5.   Dinas   Pendapatan,   Pengelolaan   Keuangan   dan   Kekayaan   Daerah 

adalah   Dinas   Pendapatan,   Pengelolaan   Keuangan   dan   Kekayaan 

Daerah Kabupaten Berau. 

6.   Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Berau. 

7.   Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau untuk memungut 

retribusi Rumah Potong Hewan dan di Kabupaten Berau.
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8.   Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya 

fisik,  benih,  bibit  dan/atau  bakalan,  pakan,  alat  dan  mesin 

peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, 

pemasarann dan pengusahaannya. 

9.   Kesehatan   Hewan   adalah   segala   urusan   yang   berkaitan   dengan 

perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, 

pengendalian  dan  panaggulangan  penyakit  hewan,  penolakan 

penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, hewan dan peralatan 

kesehatan hewan, serta keamanan pakan. 

10. Hewan  adalah  binatang  atau  satwa  yang  seluruh  atau  sebagian  dari 

siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang 

dipelihara maupun yang di habitatnya. 

11. Ternak   adalah   hewan   peliharaan   yang   produknya   diperuntukkan 

sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil 

ikutannya yang terkait dengan pertanian. 

12. Pengusaha  Peternakan  adalah  orang  perorangan  atau  koperasi,  baik 

yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  yang  bukan  badan  hukum, 

yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria 

dan skala tertentu. 

13. Usaha   di   bidang   peternakan   adalah   kegiatan   yang   menghasilkan 

produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak. 

14. Rumah  Potong  Hewan  yang  selanjutnya  disingkat  RPH  adalah  suatu 

bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang 

digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas untuk 

konsumsi masyarakat luas. 

15. Pemotongan  hewan  adalah  kegiatan  mematikan  hewan  atau  unggas 

dengan cara menyembelih menurut keyakinan dan ketentuan agama 

Islam. 

16. Kandang  adalah  tempat  khusus  yang  telah  disediakan  untuk  hewan 

atau unggas yang akan disembelih dalam batas waktu tertentu. 

17. Daging hewan adalah bagian-bagian hewan yang disembelih termasuk 

rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia. 

18. Pelayuan     daging     adalah     penanganan     daging     segar     setelah 

penyelembihan dengan cara menggantung atau menyimpan selama 

waktu tertentu (biasanya 2x24 jam) pada temperatur diatas titik beku 

daging (-1,5 C) dengan tujuan untuk memperoleh lapisan luar daging 

yang lebih kering sehingga kontaminasi mikroba pembusuk dari luar 

biasa ditahan ; daging lebih sehat, tidak cepat busuk, penyusutan 

menurun dan meningkatkan cita rasa (flavour) serta daging empuk. 

19. Karkas   adalah   hasil   pemotongan   hewan   yang   sudah   dihilangkan 

kepala, kaki, kulit dan jerohan. 

20. Pemeriksaan   Ante   Mortem   adalah   pemeriksaan   kesehatan   hewan 

sebelum disembelih.
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21. Pemeriksaan  Post  Mortem  adalah  pemeriksaan  daging  dan  bagian- 

bagiannya setelah penyelesaian proses penyembelihan. 

22. Pemakaian Angkutan adalah ongkos pengangkutan dari RPH ke Pasar. 
 

23. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan 

antara lain ayam, itik, bebek, kalkun, angsa, merpati, burung puyuh 

dan burung dara. 

24. Badan  adalah  suatu  bentuk  badan  usaha  yang  meliputi  perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara  atau  daerah  dengan  nama  dan bentuk  apapun,  persekutuan, 

perkumpulan,   firma,   kongsi,   koperasi,   yayasan   atau   organisasi/ 

lembaga yang sejenis, bentuk usaha tetap serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. 

25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang  pribadi, atau Badan. 

26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 

yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

27. Jasa  Usaha  adalah  jasa  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah 

dengan  menganut  prinsip-prinsip  komersial  karena  pada  dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

28. Wajib   Retribusi   adalah   orang   pribadi   atau   badan   yang   menurut 

Peraturan  Perundang-Undangan  retribusi  diwajibkan  untuk 

melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong 

retribusi tertentu. 

29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

30. Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya  dapat  disingkat 

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya 

jumlah pokok retribusi yang terutang. 

31. Surat  Tagihan  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya  dapat  disingkat 

STRD   adalah   surat   untuk   melakukan   tagihan   retribusi  dan   atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

32. Penyidikan     tindak     pidana     dibidang     retribusi     daerah     adalah 

serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri 

Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang 

retribusi daerah yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

33. Insentif    Pemungutan    yang    selanjutnya    disebut    insentif    adalah 

tambahan   penghasilan   yang   diberikan   sebagai   penghargaan   atas 

kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. 

34. Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,   selanjutnya   disingkat 

APBD    adalah    rencana    keuangan    Tahunan    Pemerintah    Daerah 

dan   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah,   dan   ditetapkan   dengan 

Peraturan Daerah.
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2.   Ketentuan Pasal 8 ayat (2) pada huruf a, huruf b dan huruf c ditambahkan 

angka 3, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

 

Pasal 8 

 
(1)    Struktur  tarif  digolongkan  berdasarkan  jenis  pelayanan  dan  jumlah 

ternak. 

(2)    Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : 
 

a.   Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong : 
 

1.   Sapi/Kambing                                    Rp. 20.000,-/ekor ; 
 

2.   Kambing/Domba                               Rp. 16.000,-/ekor ; 
 

3.   Unggas                                                  Rp. 50,-/ekor. 

b.   Pemakaian kandang : 

1.   Sapi/Kerbau                                        Rp. 20.000,-/ekor/hari ; 
 

2.   Kambing/Domba                               Rp. 16.000,-/ekor/hari ; 
 

3.   Unggas                                                  Rp. 150,-/ekor/hari. 

c.   Pemakaian tempat pemotongan : 

1.   Sapi/Kerbau                                        Rp. 40.000,-/ekor ; 
 

2.   Kambing/Domba                               Rp. 16.000,-/ekor ; 
 

3.   Unggas                                                  Rp. 150/ekor. 

d.   Pemakaian tempat pelayuan daging : 

1.   Sapi/Kerbau                                        Rp. 20.000,-/ekor ; 
 

2.   Kambing/Domba                               Rp. 10.000,-/ekor. 

e.   Pemakaian angkutan : 

Mobil                                                             Rp. 15.000,-/Km. 
 
 

3.   Ketentuan diantara BAB XVI Pembinaan dan Pengawasan   dan BAB XVII 

Sanksi Administrasi disisipkan Bab baru yaitu BAB XVI.a, yang berbunyi 

sebagai berikut : 
 

 
 

BAB XVI.a INSENTIF 

PEMUNGUTAN Pasal 20.a 

(1)    Instansi   yang   melaksanakan   pemungutan   retribusi   dapat   diberi 

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
 

(2)    Pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

melalui APBD. 

(3)    Tata    cara    pemberian    dan    pemanfaatan    insentif    sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah   ini   dengan   penempatannya   dalam   Lembaran   Daerah   Kabupaten 

Berau. 
 

 
 
 

Ditetapkan di Tanjung Redeb 

pada tanggal   6  Pebruari  2013 
 

BUPATI BERAU, 
 

ttd 
 

H. MAKMUR HAPK 
 

 
 

Diundangkan di Tanjung Redeb 

pada tanggal   6   Pebruari  2013 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BERAU, 
 

ttd 

 
H. JONIE MARHANSYAH 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 6 

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 

 
ttd 

 
SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM 

Pembina 
NIP. 19651212 199403 2 008 


